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MARKAS BESAR
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PEDOMAN ADMINISTRAS| KENAIKAN PANGKAT REGULER
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggola Polri perlu diatur Pedoma
kenaikan pangkal di fingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Unituk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian adminisirasi
bqlamoh?oﬁmmlmmmmtwwmmnu
menelapkan Sural Kepulusan,

Undang-Undang Republix Indonesia Nomor : 43 Tahun 1599, lentang
Perubahan Alas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor - 8 Tahun 1974,
tenlang Pokok- Pokok Kepegawaian.

MW:!TMM?PNI?SW[!]

. Undang-Undang Republik
* dan (2) tenlang Pangkal Anggola Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kepulusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2001, lentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002, tentang Organisasi Dan Tala

Kerja Kepolisian Neghra Republik Indonesia,

Sural Kepulusan Kapold No.Pol.: Skep/493/X/1992 tanggal 10 Oklober 1992
lentang Buku Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Pold.

* Sural Kepulusan Kapol No.Pol.: Skep/1S08/il/1999 langgal 24 Desember

1999 tentang Krileria Kenaikan Pangkal Perwira, Bintara dan Tamtama Potri

Sural Keputusan Kapold No,Pol.: Skep/15420¢2001 langgal 26 Oklober 2001
:;z:::ng Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kepulusan Kapolii No.Pol.: Kep//11/2002 langgal 6 Januad 2002, tentang
Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkal Anggola Kegalisian Negara
Republik Indonesia,
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Kepada Yth,
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Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oklober 2002, lentang
Organisasi dan Tala Kerja Saluan-satuan Organisasi pada Tingkal Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepulusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 langgal 17 Oklcber 2002, tentang
Organisasi dan Tala Kerja Saluan-satuan Organisasi pada Tingkal Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Pasal 30 ayal (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002
lenlang Usia pensiun maksimum anggola Kepolisian Republik Indonesia 58
(ima puluh delapan) lahun dan bagi anggola yang memiliki keahlian khusus
dan sangal dibuluhkan dalam lugas Kepolisian dapal dipertahankan sampai
dengan usia §0 (enam puluh} tahun,

Pertimbangan dan Saran Stal Pengemban Fungsi Pembinaan SOM di
lingkungan Polr,

Hasil Rakor Pers Polri langgal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakar'a.
MEMUTUSKAN

Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi lentang Kenaikan Pangkal
Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam lampiran Sural Keputusan ini. 4

Hal-hal yang belum dialur dalam Sural Keputusan ini akan diaiur kemudian
dalam kelenluan tersendin.

Sural Kepulusan ini berlaku sejak langgal ditelapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 _APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NE EPUBLIK INDONESIA

L
-—

Drs. DA'IBACHTIAR, SH

Distribusi A_B, C dan D Mabes Palri, JENDERAL POLISI
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TENTANG

KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN
1. Umum.
a.  Dalam rangka pembinaan karer anggola Polr dipedukan Pedoman Administrasi tentang

Kenakan Pangkal Reguler di tingkungan Poln yang dalam pelaksanaannya memeriukan
penjabaran lebih lanjul.

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian adminisirasi bagi anggota
Poli yang mendapal kenaikan pangkat, perfu dikeluarkan Pedoman Administrasi tentang
Kenakan Pangkal Reguler di Lingkungan Poln.

2. Maksud dan Tujuan.

a

b.

Maksud, Unluk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabal yang berwenana dalam
pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat anggota Polri,

Tujuan. Agar lercapai keseragaman pengeriian dan lindakan dalam penyelengaaraan
tertib administrasi pemberian kenaikan pangkat di Lingkungan Pold.

3. Pengertian-pengertian.

oy

Pangkat adalah kedudukan anggota Polri dalam rangkaian susunan anggola Poln yang

digunakan sebagai dasar pengkajian dan kehormalan serta keabsahan wewenang dan

langgung jawab dalam hirarki yang diberikan negara kepada anggola Polr sesuai dengan
kemampuan dan klasifikasi yang dimiliki. Pangkat menurut sifalnya dibedakan sebagai berikut :

1) Pangkat Efektif diberikan kepada Angota Polri Aklif dan memiliki akibal administrasi
penuh.

2)  Pangkat Lokal diberikan kepada Anggota Polri Aklif untuk sementara yang menjalankan
lugas khusus dan memerlukan pangkal yang lebih linggi dari yang disandananya, namun
tidak memiliki akibat administrasi.

3)  Pangkat Tituler diberikan unluk semeniara kepada WNI yang diperiukan dan barsedia
menjalankan tugas jabatan tertentu di lingkungan Polri, berlaku selama masih memangku
jabalan lersebut, seria lidak membawa akibat administrasi.

Golongan Kepangkatan adalah kepangkatan di lingkungan Poli yang disusun menurut

ketentuan yang berlaku dan secara garis besar terbagi menjadi lima golongan yaitu Golongar:

Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamlama,

Masa Dinas (MD) adalah penghilungan masa bhakli sejak diangkal menjadi anggota Polr:

sampai dengan pangkal terakhir yang tidak lerputus-pulus,

Masa Dinas Perwira (MDP) adalah masa dinas seorang Perwira dihitung sejak diangka:

menjadi Perwira sampai dengan pangkal lerakhir,

Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) adalah waklu alau lamanya seseorang menyandanc

pangkal lerakhir baik bagi Tamtama, Bintara maupun Perwira.

[l, PENGGOLONGAN
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PENGGOLONGAN KEPANGKATAN
1. Golongan Kepangkatan :
a, PERWIRA TINGGI

1) Jenderal Polisi (Jenderal Pol).

2) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).
3 Inspektur Jenderal Polisi (Ien Pol).

4) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

PERWIRA MENENGAH

1) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
2) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
3) Komisaris Polisi (Kompal).

PERWIRA PERTAMA

1) Ajun Komisaris Polisi (AKP).
2)  Inspektur Polisi Satu (IPTU)
3) Inspektur Polisi Dua (IPDA).

BINTARA

1) Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).
2) Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda).
3)  Brigadir Polisi Kepala (Bripka).
4) Brigadir Polisi (Brigpol).

5) Brigadir Polisi Satu (Briplu).

6) Brigadir Polisi Dua (Bripda).

TAMTAMA

1) Ajun Brigadir Polisi (Abrip).

2 Ajun Brigadir Polisi Satu {Abriptu).
3)  Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda).
4) Bhayangkara Kepala (Bharaka).
5) Bhayangkara Satu (Bharatu).

6) Bhayangkara Dua (Bharada).

Pedoman Kenaikan Pangkat Reguler

a.

Kenaikan pangkal ke dan dalam Golongan Perwira Tinggi, tidak terikat kala waktu kenaikan
pangkat periode 01 Januari maupun 01 Juli,

Ib. Kenaikan pangkat.....
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Kenaikan pangkal dari AKBP ke Kombes Pol :

Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat

a)  MasaDinas Perwira (MDP) 19 Tahun

b)  MasaDinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 Tahun

¢)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional B3

Perwira Lulusan PTIK [ Selapa [ S:3

a)  Masa Dinas Perwira (MOP) : 21 Tahun

b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) ) : 2Tahun

c)  Telah menduduki Jabatan Struklural / Fungsional 183

Perwira Lulusan 5.2/ Spesialis

a)  MasaDinas Perwira (MDP) ¢ 22 Tahun

b)  MasaDinas Dalam Pangkat (MDDP) - 2Tahun

c)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional 83

Perwira Non Dikbang

a)  Masa Dinas Perwira (MDP) : 25Tahun

b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2Tahun

€)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional 183
Kenaikan pangkat dan Kompol ke AKBP

Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat

a)  Masa Dinas Perwira (MDP) 15 Tahun

b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 Tahun

c)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional s

Perwira Lulusan PTIK/ Selapa /5.3

a)  Masa Dinas Perwira (MDP) 16 Tahun

b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 Tahun

¢)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional 1:]

Perwira Lulusan S.2/ Spesialls

a)  Masa Dinas Perwira (MDP) 17 Tahun

b)  Masa Dinas Dalam Pangka! (MDDP) 2 Tahun

c)  Telzh menduduki Jabatan Struktural / Fungsional e
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Perwira Non Dikbang
a)  Masa Dinas Perwira (MDP) 18 Tahun
b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 Tahun
c)  Telah menduduki Jabalan Struktural / Fungsional .8
Kenaikan pangkal dari AKP ke Kompol
Perwira Lulusan PTIK / Selapa/S.3
3}  Masa Dinas Perwira (MDP) 11 Tahun
b)  Masa Dinas Dalam Pangkal (MDDP) 2 Tahun
¢)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional IVA2
Dik 5.2
a)  Masa Dinas Perwira (MOP) 12 Tahun
b)  Masa Dinas Dalam Pangkal (MDDP) : 2Tahun
c)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : VA2
Perwira Non Dikbang
a)  MasaDinas Perwira (MDP) 13 Tahun
b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 Tahun
¢\ Telah menduduki Jahatar Struktural / Funasiona' A
Kenaikan parngkat dan iptu ke AKP
Perwira Lulusan Akpol, PPSS, Setukpa
a)  Masa Dinas Perwira (MDP) 6 Tahun
b)  Masa Dinas Dalam Pangkat (MDODP) . 2 Tahun
c)  Telah menduduki Jabalan Strukiural / Fungsional VB
Kenaikan pangkat dani Ipda ke Iptu
Perwira Lulusan Akpol, PPSS, Setukpa
a)  MasaDinas Perwira (MOP) 3 Tahun
b)  MasaDinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 Tahun
c)  Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional VB2
Kenaikan pangkal dari Aipda ke Aiptu
2 Tahun

Masa Dinas Dalam Pangkat (MDOF)

Ih, Kenaikan pangkal.....



Kenaikan pangkat dari Bripka ke Aipda
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan pangkal dari Brigadir ke Bripka
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan pangkat dari Briptu ke Brigadir
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan pangkat dari Bripda ke Briptu
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan pangkal dari Abriptu ke Abrip
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan panakal dari Abripda ke Abriptu
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan pangkal dari Bharaka ke Abripda
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)

Kenaikan pangkal dari Bharatu ke Bharaka
Masa Dinas Dalam Pangkal (MDDP)

Kenaikan pangkal dari Bharada ke Bharatu
Masa Dinas Dalam Pangkal (MDDP)

PEDOMAN PELAKSANAAN

1.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
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5 Tahun

4 Tahun

4 Tahun

4 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Ketentuan Penghitungan Masa Dinas Perwira (MDP) adalah sebagai berikut

a.

Bagi Perwira dari sumber pendidikan Akpal,
Masa Dinas Perwira (MDP) nya sejak langgal

Sepa / PPSS, dan Selukpa Poli penghitungan
t Ha.

Bagi Ukp Pa yang bersumber dari Pa Bea Siswa, masa kerja Pa dihitung cari tml Kep Presiden
dan Skep Kapolri tentang penggajian dan pengangkalan menjadi Perwira.

Ketenluan dan Proses Kenaikan Pangkat :

Kenaikan Pangkat Reguler,

Kenarkan Pangkal Reguler dilaksanakan 2 (dua)
tahun yaitu Ukp Periode 1 Januari dan 1 Juli,

kali atau 2 (dua) Periode dalam wakiu 1 (satu)

I'b. Fenaikan pangka...
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b. Kenaikan pangkal bagi Perwira yang sedang mengikuli pendidikan pengembangan Selapa,
PTIK / 5.2, 8.3 dan Sespim serta pendidikan kedinasan lainnya yang dilaksanakan lebih dari 6
(enam) bulan dapal diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1)  Telah memenuhi syaral Masa Dinas Perwira (MDP) dan Masa Dinas Dalam Pangkal
(MDDP) dengan tidak diperhitungkan pendidikan yang sedang dilempuhnya / masih
berslatus Pasis.

2)  Sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan telah menduduki jabatan sebagai
syaral kenaikan pangkalnya.

3) Bagi Pasis yang diusulkan dari lembaga pendidikan dan belum terealisasi kenaikan
pangkalnya selama dalam pendidikan, maka Usul Kenaikan Pangkat (UKP) nya fidak
berlaku lagi.

¢ Kenaikan pangkal bagi anggola Polri yang bertugas diluar jabatan struktural dafi fungsional
Polri sebagai berikut :

Bagi anggota Polri yang bertugas diluar kesatuan / lingkungan organisasi Polri dalam jabatan
strukturalffungsional, maka Usul Kenakan Pangkal (UKP) nya dapal diusulkan dan Kasat
Organisasi/kesaluan masing-masing atas dasar usulan dari Instansi pergguna / user sesuai
jenjang jabatannya dengan memperhatikan lalaran kewenangan yang mengalur lenlang usul
kenaikan panakal lersebut

3. Penggolongan kenaikan pangkat.

a. Kenaikan Pangkal golongan Perwira dari pangkal Ipda sampai dengan Pati adalah sebagai
berikul :

“1)  Syarat Umum usul kenaikan pangkal (UKP) :

a)  Kondite dan prestasi kerja baik yang dinyatakan dengan Dapen minimal 73 (tujuh
puluh tiga).

b)  Menduduki Jabatan penuh pada Jabatan StrukturalFungsional sesuai dengan
DSP/TOP/Eselon Jabalan berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabal yang
berwenang (kecuali Jabatan di PuskoppolPrimkoppol tidak dapat diusulkan
sebagai syarat kenaikan pangkatnya).

¢)  Peninjauan sejak menjalani Jabalan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan
penundaan kenaikan pangkal itu.

d) Memenuhi Masa Dinas Perwira (MDP) minimal yang ditetapkan pada masing-

masing kepangkatan dan memiliki Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2
tahun (kecuali golongan Pali).

12) Persyaratan ...
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Persyaratan Administrasi

Berkas UKP dari Satuan Organisasi pengusul kepada pejabat yang berwenang :

a)

b)

¢

d

e)

Surat Usulan Kenaikan Pangkal ditanda tangani oleh Kapolda/Kasal Organisasi
(tidak atas nama Kapolda/Kasal Organisasi) dan apabila Usulan Kenaikan Pangkat
lebih dari 1 (satu) orang dibual secara kolektif dan dibual malrk sesuai kelompok
masing-masing tingkat kepangkatan,

Usulan Kenaikan Pangkal harus dilampirkan :

(1) Riwayat Hidup Singkal

(2) Salinan/Folo Copy Skep Pengangkatan Pertama menjadi Anggota Polri,

(3) Salinan/Foto Copy Skep Pengangkatan Perlama sebaqgai Perwira.

(4) Salinan/ Foto Copy Skep Pangkal Terakhir.

(5) Salinan/ Foto Copy Skep Penetapan Gaji Terakhir

(6) Salinan/ Foto Copy Skep Jabatan terakhir

(7)  Salinan/ Folo Copy Skep Sprinlak Jabalan terakhir sesuai DSP

(8) Daftar Penilaian (dapen) Perwira Minimal 73

(9)  Salinan/ Foto Copy ljasah Diktuk dan Dikbang /$.2 / S.3 yang dimiiiki

(10) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus {SKHP) bagi yang berpangkat
AKP kebawah.

Usulan Kenaikan Pargkal™Periode~t-Januari-berkas-harus-sudah -dilerima- oleh
Pejabal yang berwenang di Mabes Polr paling lambat tanggal 31 Seplember
(tahun sebelumnya), penerimaan berkas lewal dari waktu yang lelah ditentukan
lersebul akan diproses untuk Periode berikutnya 1 Juli tahun yang sama.

Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli berkas harus sudah diterima oleh Pejabat
yang berwenang di Mabes Polri pafing lambat tanggal 31 Marel tahun yang sama,
penerimaan berkas lewat dari waklu yang telah ditentukan lersebut akan diproses
untuk Periode 1 Januari tahun berikutnya.

Usulan Kenaikan Pangkal hanya bedaku untuk 2 (dua) kali Periode, uniuk
Periode berikutnya harus diusulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasat
Organisasi apab:ila Usulan Kenaikan Parlgkal tidak terealisir .

b, Kenaikan Pangkat golongan Bintara dari pangkal Bripda sampai dengan Aiptu adalah
sebagai berikut :

1)

Syarat umum Usulan Kenaikan Pangkal :

a)

b)
<)
d)

e)

Kondile dan prestasi kerja baik dan Dapen minimal 70 yang ditulis didalam metrik
usulan,

Berpangkal Bintara efektif sesuai ketentuan yang berlaku,
Diusulkan oleh Kasatkemnya.

Selama diUKP kan tidak melakukan hal-hal yang dapal menyebabkan penundaan
kenaikan pangkat,

Kewenangan penandalanganan Skep Bintara di lingkungan Mabes Polri adalah
kewenangan Kapoln yang didelegasikan kepada Karo Binkar De SDM Poli
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Kewenangan penandatanganan Skep di Satuan Organisasi Kewilayahan/Polda
adalah kewenangan Kapold dan didelegasikan kepada Kapolda setelah terebih
dahulu mendapatkan persetujuan dari Kapolri (atas nama Kapolri).

Syaral Administrasi.

a)

b)

<)

d

€)

Surat Usulan Kenaikan Pangkal dilanda tangani oleh Kapolda/Kasat Organisasi
(tidak atas nama Kapolda/Kasat Organisasi) dan apabila Usulan Kenaikan Pangka
lebih dari 1 (salu) orang dibuat secara koleklil menurut kelompok masing-masing
jenis kepangkatan.

Usulan Kenaikan Pangkal yang harus dikirimkan ke Mabes Polri:

(1) Riwayat Hidup Singkal,

(2) - Salinan/Foto Copy Skep Pertama menjadi Anggola Polri.

(3) Salinan/ Foto Copy Skep Pangkal Terakhir,

(4) Sural Kelerangan Hasil Peneliian Khusus (SKHP). cukup diluliskan
nomomya Litsus pada daftar nominatif kolom Litpers.

(5) Folo copy Sprin bagi yang permah melaksanakan tugas didaerah konflik
wilayah hukum Polda NAD.

(6)  Daftar Nilai (Dapen) minimal 70.

Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari berkas harus sudah ditenma oleh
Pejabal yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 Seplember
(ahun sebelumnya), penerimaan berkas lewal dari waktu yang telah ditentukan
lersebut akan diproses untuk Periode 1 Juli.

Usulan Kenaikan Pangkal Periode 1 Juli berkas harus sudah diterima oleh Pejabat

yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang sama,
penerimaan berkas lewal dari wakltu yang telah ditentukan lersebut akan diproses
Periode 1 Januari tahun berikutnya,

Memenuhi syaral lain yang dianggap perlu oleh Kasatker berdasarkan Surat
Kepulusan.

Usulan Kenaikan Pangkal hanya berlaku yntuk 2 (dua) kali Periode, unluk
Periode berikutnya harus diusulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasatker
apab~ia Usulan Kenaikan Pangkal (UKP) tidak terealisir.

€. Kenaikan Pangkat golongan Tamtama dari pangkal Bharada sampai dengan Abrip adalah

sebagai berikut :
1) Syaratumum Usulan Kenaikan Pangkat ;
a) Kondite dan prestasi kerja baik dan Dapen minimal 65 yang dilulis didalam melrik
usulan,
b)  Berpangkat Bintara efektif sesuai kelentuan yang berlaky,
¢)  Diusulkan oleh Kasatkernya.

1d) Selama diUKP
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Selama diUKP kan tidak melakukan hal-hal yang dapat meyebabkan penundaan
kenaikan pangkal.

Kewenangan penandalanganan Skep Tamlama di lingkungan Mabes Polri adalah
kewenangan Kapolri yang didelegasikan kepada Karo Binkar De SDM Polri
(atas nama De SDM Kapolri Karo Binkar).

Kewenangan penandatanganan Skep di Satuan Organisasi Kewilayahan/Polda

adalah kewenangan Kapolri dan didelegasikan kepada Kapolda setelah lerlebih
dahulu mendapatkan perseltujuan dari Kapolri (atas nama Kapolri).

Syaral Administrasi,

a)

b)

a).

b)

d)

Surat Usulan Kenaikan Pangkat ditanda langani oleh Kapolda/Kasal Organisasi
(tidak atas nama Kapolda/Kasal Organisasi) dan apabila Usulan Kenaikan Pangkal
lebih dari 1 (satu) orang dibual secara koleklif menurut kelompok masing-masing
jenis kepangkalan.

Usulan Kenaikan Pangkat yang harus dikirimkan ke Mabes Polri:
(1) Riwayat Hidup Singkat.

(2) - Salinan/Folo Copy Skep Pertama menjadi Anggota Polri,
(3) Salinan/ Folo Copy Skep Pangkat Terakhir,

(4) Surat Kelerangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP), cukup dituliskan
nomornya Litsus pada daftar nominalif kolom Litpers,

(5) Foto copy Sprin bagi yang pemah melaksanakan lugas didaerzh konflik
wilayah hukum Polda NAD,

(6) Daftar Nilai (Dapen) minimal 65,

Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari berkas harus sudah diterima oleh
Pejabal yang berwenang di Mabes Poli paling lambat tanggal 31 Seplembet
(lahun sebelumnya), penerimaan berkas lewal dari waktu yang telah ditentukan
tersebul akan diproses untuk Periode 1 Juli.

Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli berkas harus sudah diterima oleh Pejabat
yang berwenang di Mabes Polri paling lambal tanggal 31 Maret lahun yang sama.
penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah dilentukan tersebut akan diproses
Periode 1 Januari tahun berikutnya,

Memenuhi syaral lain yang dianggap perlu oleh Kasatker berdasarkan Sural
Kepulusan

le) Usulan Kenaikan
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e) Usulan Kenakan Pangkal hanya beraku unluk 2 (dua) kali Periode, uniuk
Periode berikulnya harus divsulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasat
Organisasi apab-ila Usulan Kenaikan Pangkal (UKP) tidak lerealisir .

¥. ADMINISTRASI

Tataran Kewenangan

a.  Kenakan pangkal ke Komisaris Besar Polisi (KOMBES) sampai dengan Pali Bintang emoa!
(Jenderal Palisi) merupakan kewenagan Presiden berdasarkan usulan Kapalri

b. Kenaikan Pangkal ke Ajun Kofiisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polsi (Kompol)
merupakan kewenangan Kapolri berdasarkan usulan Kasat Organisasi.

c.  Kenaikan Pangkal Ajun Komisaris Polisi (AKP) ke bawah merupakan kewenangan De SDM
Kapoln

V. PENUTUP

1.

Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkal Reguler di Lingkungan Polri ini sebagai pedoman
bagi para pejabal yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkal bagi anggota
Polri.

Uengan ditetapkannya Pedoman Admnistrasi lentang Kenaikan Pangkal Reguler di Lingkungan Polri
ini maka ketentuan-kelentuan lain lentang Kenakan Pangkal Reguler di Lingkungan Polri yang
bertentangan dengan Pedoman Administrasi Kenakan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini.
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Admnistrasi tentaeg Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri
ini akan diatur kemudian dalam ketentuan lersendiri,

Ditelapkan di : Jakarla
Pada tanggal :19/4&5_[[. 2005

KEPALA KEPOLIS IAN NEGARA|\REPUBLIK INDONESIA

—

Drs. DA'| BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI
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PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
GOLONGAN PERWIRA
KENAIKAN i PENDIDIKAN MDDP
KE pENGEMBANGAN | MOPTH | "oy ERELoN HET
Sespimpol / Setingkat 19 2
PTIK / Sel, 3 21 2 '
OMBES s Eselon I1B.3 ;
oL S.2Spesialis 22 2 :
Non Dikbang 25 2 |
[ 1
Sespimpol f Setingkat 15 2 ‘
PTIK/ Selapa/S.3 16 2 l
Eselon lIl.B !
Kep S.2/Spesialis 17 2 |
Non Dikbang 18 2 i
|
PTIK/ Selapal/S.3 1 2 i
BMPOL Dik S.2/SPesialis 12 2 Eselon IVA.2 :
Nen Dikbang 13 2 ?
Akpol
p PPSS 6 2 |EselonIVB.1 ;
Setukpa
Akpol
v PPSS 3 2 Eselon IV.B.2
Setukpa
JA
_________ 4 i
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TANGGAL : 19 APRIL 2005




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI

1 NOPOL._ :SKEP/ 232 | IV p005

TANGGAL : 19  APRIL

2005

GOLONGAN BINTARA DAN TAMTAMA

OLONGAN

KENAIKAN PANGKAT

MDDP TH KETERANGAN

JINTARA

KE - AIPTU
KE - AIPDA

'KE - BRIPKA

KE - BRIGADIR
KE - BRIPTU
BRIPDA

B B BB WU N

Polisi Dua

. Lulusan Diktuk Bintara sebagai Brigacir |

I

ILGNGAN

KENAIKAN PANGKAT

MDDP TH KETERANGAN

A\MTAMA

KE - ABRIP

KE - ABRIPTU
KE - ABRIPDA
KE - BHARAKA
KE - BRARATU
BHARADA

W W s W

Bhayangkara Dua

Lulusan Diktuk Tamtama sebagai:

|

Ditetapkan di . Jakarla
Pada tanggal XN 19/\ APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NE REPUBLIK INDONESIA

~

Drs. DA'l BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Menimbang

Mengingat

*
* *

S - SA
No.Pol:Skep/ 233 /IV [2005

tentang

PEDOMAN-ADMINISTRASI
KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

: 1.

Bahwa dalam rangka pembinaan karer anggola Polri periu diatur Pedoman
:(ena&an Pangkat Penghargaan di lingkungan Kefiolisian Negara Republik
ndonesia.

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi

bagi anggota Polr g:ng mendapat Kenaikan Pangkat Penghargaan, dipandang
periu menetapkan Surat Keputusan,

Undang-Undang - Republik- Indonesia- Nomor : _43_Tahun _1989, lentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974,
lentang Pokok- Pokok Kepegawaian,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Pasal 25 ayat (1)
dan (2) tentang Pangkal Anggota Kepoksian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002, tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oklober 2002, lentang
Organisasi dan Tata Keqa Satuan-satuan Organisasi pada Tingkal Markas
Besar Kepolisian Negara Repubiik Indonesia,

Keputusan Kapolii No.Pol.: Kep/S4/X/2002 tanggal 17 Oklober 2002, tentang
Organisasi dan Tala Kerja Satvan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Keputusan Kapoli No.Pol.: Kep@/Il2002 tanggal 6 Januari 2002, tentang
Susunan, Sebulan dan Keselarasan Pangkal Anggola Kepofisian Negara
Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001
t::rt:ng Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia

Sural Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1508/X11999 tanggal 24 Desember
1999 tenlang Kriteria Kenaikan Pangkal Perwira, Bintara dan Tamtama Polr,

I Memperhatikan ...
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Memperhatikan : 1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002
tenlang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia 58
(fima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahfian khusus
dan sangal dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai
dengan usia 60 (enam puluh) tahun,

2. Pertimbangan dan Saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di
lingkungan Polr.

3. Hasil Rakor Pers Polri tanggal 21 s.d 22 Januar 2004 di Jakarta,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat
Penghargaan Di Lingkungan Kepalisian Negara. #Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini,

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian
dalam ketentuan tersendiri.

3. Surat Keputusan-ini berlaku tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :19  APRIL 2005
KEPALA KEPOLISIAN NE REPUBLIK INDONESIA

—_—

Drs. DA'I BACHTIAR, SH

JENDERAL POLISI
Kepada Yth.

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.
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INGGOLONGAN

Kenaikan pangkal penghargaan diberikan secara seleklif kepada anggota Pelri karena jasa-jasa dan
pangabdiannya di lingkungan Polri dan penggolongannya sebagai berikul :

Q.
h.

Kenaikan Pangkal Penghargaan ke dalam golongan Pati Polri,
Kenaikan Pangkat Penghargaan ke dalam golongan Kombes Pol.
Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Komisaris Polisi (Kompol).
Kenaikan Pangkal Penghargaan ke Ajun Komisaris Polisi (AKP).
Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Inspeklur Polisi Satu (Iptu)
Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Inspektur Polisi Dua (Ipda).
Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Bintara Polr,

Pedoman Kenaikan Pangkat Penghargaan

a.

Kenaikan Pangkal Penghargaan diberikan secara seleklif kepada anggota Polri sebagai
penghargaan karena jasa-jasanya dalam pengabdian di lingkungan Polri secara maksimel
dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal.

Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.

Kenaikan Pangkal Penghargaan merupakan pangkat efeklif terakhir dan berlaku sampai
dengan Perwira Tinggi (Pati) Bintang Dua (Ifen Polisi).

Kenaikan Pangkal Penghargaan diusulkan 6 (enam) bulan sebelum anggota Polri yang
bersangkulan pensiun.

Kenaikan Pangkal Penghargaan pilihan ke Kombes Pol sampai dengan Irjen Fol, digjukan
oleh Kapolri kepada Presiden RI untuk mendapatkan pengesahan Kenaikan Pangkalnya,
sedangkan unluk pangkat ke AKBP ke bawah ditetapkan berdasarkan Sural Keputusan
Kapalri,

Kenaikan Pangkat Penghargaan diberikan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1
(satu) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun serta mempunyai akibat adminisirasi penuh.

Usul Kenaikan Pangkal Penghargaan diproses bersamaan dengan Usul Kenaikan Pangkal
Reguler (periode 01 Januari dan 01 Juli). Sedangkan TMT KNP Har tidak terikat kala waklu
(disesuaikan dengan TMT Pensiun).

Usul Kenaikan Pangkal Penghargaan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan atau
sudah pensiun lidak dapat diproses.

LAKSANAAN

naikan pangkal penghargaan dilenlukan sebagai berikul ;

11 Syarat Umum
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6) Kenaikan pangkal penghargaan ke Iptu dengan persyaratan memiliki Masa Dinas
Perwira (MDP) dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun serta usia
minimal 57 tahun.

7)  Kenaikan pangkal penghargaan ke Ipda dengan persyaralan memiliki Masa Dinas
Dalam Pangkat (MODP) Aiptu minimal 5 (lima) tahun, usia minimal 57 (ima puluh
tujuh) tahun.

8). Kenaikan Pangkal Har ke Aiptu dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Dalam
Pangkat (MDDP) minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, usia minimal 57 (lima puluh
tujuh) tahun,

§). Kenaikan Pangkat Har Aipda ke bawah dengan persyaratan memiliki Masa Dinas
Dalam Pangkat (ODOP) minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, usia minimal 57 (lima
puluh tujuh) tahun,
b. Personel Polri lersebut melaksanakan tugasnya secara :
1) Sempuma dan lidak cacal.
2)  Tanpa terputus (lefus menerus).
3)  Dengan dedikasi dan prestasi kerja yang linggi.

c. Yang bersangkutan mencapai usia maksimum dalam dinas Kepolisian dan akan
diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian pada usia maksimum 58 {lima puluh
delapan) tahun,

d. Dapat dijadikan suri tauladan bagi Personel Polri lainnya.
e Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.

i KPH diberikan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
yang bersangkutan pensiun dan mempunyai akibal administrasi penuh.

KPH merupakan Pangkal Efektif terakhir dan berlaku sampai Pati Bintang Dua.

h. Bagi personel Polri yang mendapalkan KPH lelap pensiun menurut usia maksimum dinas
Kepolisian (58 tahun).

Syarat Administrasi :

a. Diusulkan oleh Kasatker dan tidak dapat disatukan dengan UKP reguler.

b. Diberikan alasan-alasan yang urgen unluk mendukung KPH disamping syarat umum
lerpenuhi.

c. Berkas dilampirkan :

1) Surat Keputusan Bintang Bahyangkara Nararya.
2)  Riwayal Hidup lengkap.
3)  Folo copy Skep pengangkatan pertama.
4)  Folo copy Skep menjadi Pa bagi reguler,
5)  Folo copy Skep pangkal lerakhir,
/6) Dapenyang.. ..
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PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

IDAHULUAN

Umum.

a.  Dalam rangka pembinaan karier anggota Polri diperiukan Pedoman Administrasi tentang
Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Polri yang dalam pelaksanaannya memerukan
penjabaran lebih lanjul.

b.  Untuk menjamin k&serigaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota
Polri yang mendapal kenaikan pangkat penghargaan, peru dikeluarkan Pedoman Adminisirasi
lenlang Kenaikan Pangkat penghargaan di Lingkungan Polri,

Maksud dan Tujuan.

a.  Maksud.  Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam
pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat penghargaan anggota Polr,

b.  Tujuan, Agar tercapai keseragaman pengerian dan tindakan dalam penyelenggaraan
tertib administrasi pemberian kenaikan pangkal penghargaan di Lingkungan Polri,

Pengertian-pengertian.

2. Pangkat Penghargaan adalah pangkal yang diberikan secara selekiif kepada anggola Palri
sebagai penghargaan karena jasajasanya dalam pengabdian di fingkungan Polri secara
maksimal dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal.

b, Golongan Kepangkatan adalah kepangkatan di lingkungan Polri yang disusun menunut

ketentuan yang berlaku dan secara garis besar terbagi menjadi lima golongan yailu Golongan

Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Perlama, Bintara dan Tamlama.

MK adalah Masa Kerja.

MDP adalah Masa Dinas Perwira,

MDODP adalah Masa Dinas Dalam Pangkal,

Kenaikan pangkat Penghargaan adalah Kenaikan pangkal yang diberikan kepada anggola
Polri sebagai penghargaan karena jasa-jasanya dalam melaksanakan pengabdian secara
sempuma dengan dedikasi dan prestasi kerja yang linggi serta diberikan secara selekiil,

o 1

[

I, PENGGOLONGAN . ....
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PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN
DTLINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

=
(=}
°

o

PENDIDIKAN POLRI/

PENGEMBANGAN K i

1. Memilki Binlang Bhayangkara Nararya.
2. Persetujuan Kapotri untuk diusulkan kepada Presiden.
3. Usia minimal 57 tahun,

Lemhanas
Sespati

Sespimpol 53
PTIK/ Selapa/S.2

aersl

Sespimpol | Sengkalsa
PTIK / SelapalS?

. Memilki Binlang Bhayangkara Nararya.

2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas
Kepolisian, .

. Perselujuan Kapolri untuk diusulkan kepada Presiden

._Usia minimal 57 tahun,

| oo aa Eg

Na

Memitiki Bintang Bhayangkara Nararya

Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas
15 2 Kepotisian,

Pengesahan oleh Kapotri.

. _Usia minimal 57 tahun.

R Ea

. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.

Memilii masa kerfja minimal 30 tahun dalam dwnas
11 2 kepolisian,

. Pengesahan oleh Kapolri

. Usia minimal 57 tahun

il ]

Memiliki Binlang Bhayangkara Nararya

Memiliki masa kefja minimal 30 tahun dalam dinas
6 2 Kepoksian,

. Usia minimal 57 tahun.

. _Pengesahan De SDM atas nama Kapolii.

o ew

. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya,

. Pengesahan De SDM atas nama Kapolri,

. Memifiki Bintang Bhayangkara Nararya,
Memitki masa kefja minimal 30 tahun dalam diras
. 5 kepolisian,
. Usia minimal 57 tahun,
Pengesahan De SDM atas nama Kapoir.

3
4
1
2 2 | 2. Usia minimal 57 tahun,
3
1
2.

N

Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.

Memiliki masa kefja minimal 30 lahun calam dinas
- 1,6 kepofisian,

. Usia minimal 57 tahun.

Pengesahan De SOM atas nama Kapolti.

Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
Memi#iki masa keja minimal 30 tahun dalam dmas
16 kepolisian.
Usia minimal 57 tahun,
Pengesahan De SOM atas nama Kapolri

e

-~

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal i 19 L 2005

KEPALA KEPOLISIAN NElG REPUBLIK INDONESIA

o S 2
Drs. DA'I BACHTIAR, SH
IENNER &I PAK IS




Syarat Umum :

a. Diberikan secara seleklif kepada Anggota Polri yang memenuhi Masa Dinas Perwira (MDP)
dan MDDP minimal sebagai berikul :

1)

2)

J

4)

5)

Kenaikan pangkal penghargaan ke dalam golongan Pati Polri dengan persyaratan :

a) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 30 (tiga puluh) tahun dan Masa
Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 6 (enam) lahun, memiliki Pendidikan
Lemhanas,

b) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 32 (tiga puluh dua) tahun dan
Masa Dinas Dalam Pangkal (MDDP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan
Sespali  /Sefingkal, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.

c) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 34 (tiga puluh empat) tahun dan
Masa Dinas Dalam Pangkat (MODP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan
Sespimpol / Setingkat /S.3, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.

d) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 36 (figa puluh enam) tahun dan
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan
PTIK/Selapa/ S.2, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.

Kenaikan pangkat penghargaan ke Kombes Pol dengan persyaratan :

a)  Memiiki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 19 (sembilan belas) tahun dan
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, memiliki Pendidikan
Sespimpol / Setingka/ $.3, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun,

b) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, memiliki Pendidikan PTIK/
Selapa / $.2, usia minimal 57 (ima puluh tujuh) tahun,

Kenaikan pangkal penghargaan ke AKBP dengan persyaralan memiliki Masa Dinis
Perwira (MDP) minimal 15 (fima |belas) tahun, dan Masa Dinas Dalam Pangkal
(MDDP) 2 (dua) tahun, telah masa kefja minimal 30 (Siga puluh) tahun dalam
dinas kepolisian dan mencapai usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun,

Kenaikan pangkal penghargaan ke Kompol dengan persyaratan memiliki Masa Dinas
Perwira (MDP) minimal 11 (sebelas) tahun, dan Masa Dinas Dalam Pangkal (MDOF)
(dua) tahun, telah memiliki masa kerja minimal 30 (6ga puluh) tahun dalam dinas
kepolisian dan mencapai usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun,

Kenaikan pangkal penghargaan ke AKP dengan persyaratan memilj Masa Dinas
Perwira (MDP) minimal 6 (enam) tahun, dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2
(dua) tahun, telah memiliki masa kerja minimal 30 (liga puluh) tahun dalam dinas
kepalisian dan mencapai usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun,

/6) Kenaikan pangkal ..



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

Wenimbang

engingat

SURAT - KEPUTUSAN
No.Pol.: Skep! 234 | 1v [2005

tentang

PEDOMAN ADMINISTRASI
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA (KPLB) DAN

KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA ANUMERTA (KPLBA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN HEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggota Polri perfu diatur Pedoman
Kenaikan Pangkal Luar Biasa (KPLB) dan Kenakan Pangkal Luar Biasa
Anumerta (KPLBA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi
bagi anggota Polri yang mendapal Kenaikan Pangkat Luar Biasz (KPLB) dan
Kenakkan Pangkal Luar Biasa Anumeda (KPLBA), dipandang perly
menelapkan Sural Keputusan,

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, lentang
Perubahan Alas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974
lentang Pokok- Pokok Kepegawaian,

Undang-undang R2publik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Pasat 25 ayal (1)
dan (2} lentang Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/S3/X/2002 tanggal 17 Oklober 2002. fentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkal Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oklober 2002. tentang
Organisasi dan Tala Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkal Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep//ll2002 langgal 6 Januari 2002, lentang
Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkal Anggola Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

16. Sural Keputusan. . . .
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6) Dapen yang bersangkulan minimal 75.
7) © SKHP bagi AKP ke bawah,
8) Diusulkan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun.

d. Usul tersebut harus merupakan hasil sidang DPK dan disetujui dalam Badan Pengendalian
Karier (BPK).

ADMINISTRASI
“ataran Kewenangan

Kenaikan pangkat penghargaan ke Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL) sampai dengan Pali
Bintang Dua (Irjen Pol) merupakan kewenangan Presiden berdasarkan usulan Kapolri.

Kenaikan pangkal penghargaan ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan ke Komisaris Polisi
merupakan kewenangan Kapolri berdasarkan usulan Kasalker,

Kenaikan pangkal penghargaan Ajun Komisaris Polisi ke bawah merupakan kewenangan Kapalii dan
didelegasikan kepada De SOM Kapolri.

ZNUTUP

Pedoman Administrasi lentang Kenaikan Pangkal Penghargaan di Lingkungan Polri ini sebagai
pedoman bagi para pejabal yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangka
penghargaan bagi anggola Polri.

Dengan ditetapkannya Pedoman Administrasi lentang Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan
Polri ini maka ketentuan-ketentuan lain lentang Kenaikan Pangkat Penghargaan yang bertentangan
dengan Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkal Penghargaan, dinyatakan tidak berlaku lagi,

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkal Penghargaan di
Lingkungan Polri akan diatur dalam kelentuan lersendiri,

Ditelapkan di : Jakarta

Pada langgal 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN N REPUBLIK INDONESIA
-'-—-'-_-____-

Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI
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MARKAS BESAR

PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA (KPLB) DAN
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA ANUMERTA (KPLBA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

L. PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka pembinaan karier anggota Polri disamping adanya Pedoman Administrasi
tentang Kenaikan Pangkal secara Reguler, Penghargaan, Penghormatan dan Tituler
diperfukan juga Pedoman Aministrasi tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan
Kenakan Pangkal Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Poli yang dalam
pelaksanaannya memeriukan penjabaran lebih lanjut.

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota
Polii yang mendapat Kenaikan Pangkal Luar Biasa (KPLB) dan Kenakan Pangkal Luar
Biasa Anumerta (KPLBA) perlu dikeluarkan Pedoman tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa
(KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri

2. Maksud dan Tujuan.

Maksud. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam
pelaksanaan pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkal Luar
Biasa Anumeria (KPLBA) bagi anggota Polri.

Tujuan. Agar lercapai keseragaman pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan tertib
administrasi pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar
Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri.

3. Pengertian-pengertian.

Kenaikan Pangkat Luar Biasa adalah kenaikan pangkal yang diberikan kepada personel
Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam
pelaksanaan tugas-tugas operasional kepolisian di lapangan dan Lin-lain yang tidak lerikal
oleh peraturan kenaikan pangkat secara umum dan mempunyai akibal administrasi penuh,
Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta adalah kenakan pangkat selingkal lebih tinggi
yang diberikan kepada personel Polri yang gugurimeninggal dunia dalam melaksanakan
lugas operasi kepolisian sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya dimasa lampau yang
melampaui panggilan tugas tanpa memperdulikan keselamatan jwanya dan mempunyai
akibal administrasi penuh,

Il PENGGOLONGAN.......
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Memperhatikan

Menetapkan

:pada Yth.

stribusi A, B, C dan D Mabes Poln.

2 SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI

NO.POL. :SKEP: 234 | IV [2005
TANGGAL ;19 APRIL 2005

Sural Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/37111/2001 tanggal 19 Maret 2001
tentang Buku Petunjuk Aministrasi Anggota Polri yang dinyatakan ququrewas
dan meninggal dunia,

Sural Keputusan Kapoli No.Pol.: Skep/1525/X/2001 tanggal 19 Oklober 2001
lentang Pembentukan Susunan Tim Peneliti Status Anggota Poli Yang
Gugur/Tewas Dalam Tugas.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002
lenlang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia 58
(lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus
dan sangal dibutunkan dalam tugas Kepelisian dapat dipertahankan sampai
dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pertimbangan dan Saran Stal Pengemban Fungsi Pembinaan SOM di
lingkungan Pold.

Hasil Rakor Pers Potri tanggal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakarta.
MEMUTUSKAN

Mengesahkan berakunya Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa
(KPLB) dan Kenakan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA), di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana lercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini,

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian
dalam ketentuan teisendin,

Sural Keputusan ini berlaky sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarla
Pada langgal 2

19 ’_\APRIL 2005
KEPALA KEPOLISIAN %}tutema:z INDONESIA
SH

Drs. DA'I BACHTIAR,
JENDERAL POLISI
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Syarat Umum KPLB DAN KPLBA

Dianugerahkan kepada anggota Polr yang berprestasi luar basa.
Diberikan atas dasar penilaian Tim komisi yang ditentukan oleh Kapoki baik untuk Kenaikan
Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA).

KPLB dan KPLBA dapat dianugerahkan kepada anggota Poli yang melaksanakan lugas :

1)  Dengan mempertaruhkan jiwa raganya.
2)  Secaralangsung berjasa, melampaui panggilan tugas.
3)  Dalam melaksanakan tugasnya tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya.

4)  Melakukan tindakan Luar Biasa dan berhasil walaupun jka ndakan tu tidak dilakukan
ia tidak dipersalahkan.

KPLB dan KPLBA dapat dianugerahkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkal semula,

KPLB dan KPLBA dinyalakan secara jela§ dan rinci pelakunya dengan memperhatikan
identitas anggota dengan jelas, Nama, Pangkal, Nrp, Jabatan, Kesatuan, Agama, Suku
Bangsa, Tanggal Lahir, Lama pengabdian di lingkungan Polri,

Mengandung unsur ;

1) Jenis peristiwa yang terjadi.

2)  Wakiu dan Tempat Peristiwa terjadi,

3)  SaksiIndependen (Tokoh masyarakat formalion forma),

4)  Kronologis lerjadinya peristiwa.

5)  Hasil positif yang didapatkan adalah merupakan laporan dari Tim KomisiPenilai yang
dﬂ:_nentukkapolri (dalam bentuk laporan kronologis kejadian dan sketsa lempal
kejadian).

Hasil penilaian Tim Komisi dibuatl secara rinci dalam bentuk riwayat pengorbanan yang

bgtsangkutan. yang ditulis dalam piagam dan ditandatangani oleh Ketua Tim KomisiPenilai

Piagam dibacakan pada saal penganugerahan KPLB dan KPLBA.

mdanmmmmpunyalaktaladnﬁsmipem.ﬂmmdapalunm
penghitungan MDDPMOP untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Dan bagi anggota yang
rnend;pal anugerah KPLB dianggap telah memenuhi persyaratan MDDP/MDP minimal yang
berfaku untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Sural Keputusan KPLB dan KPLBA ditandalangani oleh Kapolri,

Persyaratan Administras|

a,
b.

Diusulkan Kasat OrganisasiKepala Satuan Tugas Operasi (Kasat Gas Ops).
Tidak lerikal kala waktu 1 Januari dan 1 Juli,

lc. Dilampirkan Syarat . . .
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Diampirkan Syaral Administrasi :

1) Riwayat Hidup Lengkap.

2)  Safnan folo copy Skep Pengangkatan pertama sebagai anggota Poki.

3) Safinan folo copy Skep Pangkat terakhar.

4)  Salnan folo copy Skep Penetapan gaji lerakhir.

5)  Surat Perintah tugas.

6) Sketsa kejadian/olo yang mendukung.

7) Bagi yang berakibat Wkalcacad/meninggal dibuatkan Visum Et Repertum (VER) atau
keterangan kematianaya.

B) Berita Acara lengkap proses lerjadinya peristiwa dengan hasil yang dicapai alas
kejpdiannya perisfiwa lersebut, yang dibuat oleh Pa dan diketahui oleh Kasat

iTRASL
Wewenang

nakan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) ke
misaris Besar Poksi (KOMBES) ke atas merupakan kewenangan Presiden Rl berdasarkan
sian Kapoki.

nakan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenakan Pangkal Luar Biasa Anumerta (KPLBA) ke
m Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kompol) merupakan kewenangan Kapolri
suai usutan Kasal Organtsasi. Sedangkan Ajun Komvsaris Pofisi (AKP) ke bawah dapal di
agaskan kepada DE SOM Poki.

P

doaman Administrasi fentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar
53 Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri ini merupakan pedoman bagi para pejabat yang
‘wenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat bagi anggola Polri.

ngan dietapkannya Pedoman fentang Kenakan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan
ngkal Luar Basa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri ini maka kelentuan-ketentuan lain
tang Krileria Kenaan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta
’LBA) yang berlentangan dengan Pedoman Administrasi Kepangkatan Luar Biasa, dinyalakan
sk berlaku bagi.
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Hakhal yang belum diatur datam Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). dan
Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) ini akan diatur dalam ketentuan lersendiri,

Ditetapkan di

. Jakarta
Pada langqal 19 APRIL 2005
KEPALA KEPOLISIAN NE

REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLIS!




MARKAS BESAR

DARI : KAPOLRI
KEPADA : DISTRIBUSI A, B. C DAN D MABES PORI
TEMBUSAN  : -
KLASIFIKAS] : RAHASIA oL 17 - 4- 2007
NO POL TR/ an [ IV /2007
AAMA  TTK  REFTTKDUA
SATU TTK  SKEP KAPOLRI NO. POL.; SKEP/232/ IV/2005 TGL 19 - 04 - 2005
KMA TTG KENAIKAN PANGKAT REGULER DILINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
DUA TTK  KEP-KAPOLRI NO.POL.: KEP/S3/X/2002 TGL.17-10- 2002 TTG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN-SATUAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN MABES POLRI DAN PERIJBAHANNYA TTK
TIGA TTK KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/7/1/ 2005 TGL 31 - 01 - 2005 KMA
TTG PERUBAHAN ATAS KEP KAPOLRI NO.POL.: KEP/54/X/2002
TGL.17-10- 2002 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN-
SATUAN ORGANISASI PD TINGKAT KEPOLISIAN NEGARA RI
DAERAH (POLDA) TTK
EMPAT  TTK KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/38/ XII / 2005 TGL 30 - 12-2005
KMA TTG ESELONISASI JAB STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA RI TTK
LIMA TTK  KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/ 994 /XII/ 2005 TGL 30-12- 2005
KMA TTG ESELONISASI JAB FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA RI TTK
ENAM TTK  SE KAPOLRI NO.POL.: SE[4/VII/2006 TGL. 25 - 08 - 2006 TTG.
PENYESUAIAN KEMBALI ESELONISASI KEPANGKATAN DLM JAB
DAN BESARAN TUNJANGAN JAB TTK
TUJUH  TTK USULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PARA KASATKER TTK
3 TIK  SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA BERSAMA INI DISAMPAIKAN KPD

JENDERAL/KOMBES POL BAHWA UTK MEMPERLANCAR PROSES UKP PA PERIODE 1
JULI 2007 DST KMA AGAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN KOMPOSISI JUMLAH JAB
FUNGSIONAL YG IDEAL MENURUT STRATA KEPANGKATAN BERDASARKAN DSPP
YG TLH DITETAPKAN YG BERDAMPAK PD KETIDAK SEIMBANGAN JUMLAH
KEPANGKATAN TERTENTU DAN DIHARAPKAN PR KASATKER MEMPERHATIKAN

BEBERAPA HAL SBB TTK
/ SATU TTK BG PA . ﬂ.
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SATU TIK BG PA YG MENDUDUKI JAB FUNGSIONAL SEPERTI
PANIT/PENYIDIK KMA INSTRUKTUR/GADIK KMA AUDITOR
KMA SMF DSB YG DPT DIDUDUKI PKT IPDA SAMPAI DGN
AKP KMA KOMPOL DAN AKBP KMA AGAR TETAP
MEMPEDOMANI KETENTUAN ESELONISASI JAB DAN
BESARAN TUNJABNYA YG DICANTUMKAN PD PETIKAN SKEP
JAB TSB SBG PERSYARATAN JAB UTK KNP YBS TTK

DUA TTK BG PA YG MENDUDUKI JAB SBGMN TSB PD.POINT BBB
SATU DIATAS DAN TDK DIPERBAHARUI SKEP JABNYA SBG
PERSYARATAN ADM UKP DIANGGAP BELUM MENDUDUKI
PROMOSI SBG PERSYRT UKP YBS TTX

TIGA T BG_PA YG MENDUDUKI JAB KAPOLSEK (PERSIAPAN)
ESELON IV B2 TUNJAB RP 100.000;/IV B TUNJAB RP
315.000; MERUPAKAN JAB IPTU KMA DAN BILA TELAH ADA
PENGUKUHANNYA.AGAR DIPERBAHARUI SKEP JAB TTK

EMPAT TTK  BG PA YG DI UKPKAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN JAB
YG SAMA PD SAAT UKP SEBELUMNYA MK DIANGGAP TDK
MEAENUHI SYARAT JAB SHG HRS ADA PEMBAHARUAN
SKEP JAB YBS TTK :

DITEKANKAN BG PA YG [MENDUDUKI JAB SBGMN TSB DIATAS DAN PD PERIODE 1
JULT 2007 DI UKPKAN ATAU UK¢MYA TLH TERKIRIM KE MABES POLRI UP BIRO
BINKAR DIHARAPKAN KASATKER PENGUSUL MENGINVENTAI'ISASI PA YG
MENIYIDUKI JAB DIMAKSUD DAN MEMPERBAHARUI SKEP JAUNYA\ SELANJUTNYA
MEMYUSULKAN KE MABES POLRI UP BIRO BINKAR CQ BAG FANGKAT RO
BINRKAR POLRI MELALUI FAX NO (021) 7218502 ATAU (021) 7269202 TTK

MEMPERHATIKAN BEBERAPA HAL TSB DIATAS KMA UTK  MEMELIHARA
KEPASTIAN DLM PEMBINAAN KEPANGKATAN MK UKP PA YG MENDUDUKI JAB
FUNGSIONAL ~ KHUSUSNYA DAN TTP TERPELIHARANYA DSPP TANPA
MENGHAMBAT PEMBINAAN KARIER BG PA YBS MK PERLU ADANYA SUATU
KETERTIBAN ADM BG YBS DAN KESATUAN TTK

TELEGRAM INI BERSIFAT PENEGASAN UTK DIPEDOMANI TTK

DUM AN KAPOLRI KMA DE SDM UB KARO BINKAR KRM TTK HBS

AN KAPOLRI
DE SDM
uB

O BINKAR

DRS SUHARDI SIGIT
BRIGADIR JENDERAL POLISI
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 Tahun 2007

TANGGAL  : 19 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

o ESELON BESAR TUNJANGAN
i 1A Rp 5.500.000,00
2 I8 Rp 4.375.000,00
3 A Rp 3.250.000,00
4 1§} Rp 2.025.G00,00
5 A Sp 1.260.000,00

i
[} e Ap 980.000,00 !
7 VA Rp  540.000,00

g
8 B Rp  490.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
1d.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 73 Tahun 2006

TANGGAL : 7 Juli2005

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SELON BESAR
No ESELO PANGKAT TUNJANGAN
1 la Komisaris Jenderal Polisiinspektur Jenderal Polisi | Rp 4.500.000,00
2 Ib Inspekiur Jenderal Poiisi Rp 3.500.000,00
3 lia Brigadir Jenderal Polisi¥o.nisarls Besar Polisi Rp 2.500.000,00
4 b Komisaris Besar Polisi Rp 1.500.000,00
5 lia Ajun Komisaris Besar Polisi Rp  900.000,00
6 {1} Komisaris Polisi Rp  675.000,00
7 Va Ajun Komisaris Polisi Rp  380.000,00
8 Vb Inspakiur Polisi Rp  315.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYOND
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Selretaris Kabine!
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



DAFTAR NAMA JABATAN DILINGRUNCGAN PUSDOKKES POLRI

ESELON DAN BESAR TUNIAD

GOL. PKT ESELON TUNJAB
NO | JABATAN RUANG (Rp)
JAB. DLM TUNIJAB
PANGKAT
] 2 3 3 3 3
| KAPUSDUKKES POLRI BRIGJEN 1Al A 3.250.000,-
KARUMIUT TK.I 1Al
2 | SESPUSDOKKES KBpP 11 B1 B 2.025.000,-
KABID ['OKPOL 11 B2
KABID LESMAPTA 1 B2
KABID YYANKES B2
KABID MATFASKES 11 B2
KABID I'IPOL 11 B2
SES RUMKIT PUSPOL 11 B2
KADEP LMP 11 B2
KADEP SDMT 11 B2
KA SPI B2
SMF UTAMA PROMOSI i3
3 KASUBBAGREN AKBP LA 1A 1.260.000,-
KASUBBAGM!N‘ AKBP MmA
KASUB3AG BINFUNG | AKBP A
KASUBBID AKDBP HI A
KASATKES AKBP 1mA
SMF MADYA 'PROMOSI - [ Il B
4. | KATAUD KOMPOL/ |1V A2 1B 980.000,-
PNSIV &
KAUR v A2
KAURMINTU PNS IVa vV A2
KASUBDEP IV A2
BENSAT IV A2
SMF MiJDA PROMOSI IV A2
5. | PAUR PNS Il e/d IV B1 IVA 540.000,-
PAURTU IV B1
KAPOLI IV Bl
SMF PEATAMA IV Bl
6. | PAMIN PNSIOab - |1V B2 IVB 490.000,-
Reff :
Sural Eduaran Dirjen Perbendnharsan Nonwr : SE — 22/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang

Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungun Palri,



